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TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan  pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar
Pelayanan; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bantul tentang Standar Pelayanan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bantul;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;









LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 02/KPTS/Bappeda/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang
urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi
perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan.

B. STANDAR PELAYANAN
1. Pelayanan Ijin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan Magang/Praktik Kerja

Lapangan

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian
Pelayanan

No Komponen Uraian

1. | Persyaratan O1zin KKN :

1. Surat pengantar izin KKN dari
institusi/instansi  asal, tertuju
kepada Kepala Bappeda Kabupaten
Bantul.

2. Proposal kegiatan KKN.

Daftar peserta KKN.

4. Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM)
penanggungjawab KKN.

5. Surat tidak keberatan dari

lurah/lokasi yang akan ditempati
KKN.

6. Daftar dusun yang akan ditempati
KKN.

7. Jika ada anggota WNA, passpor

wajib dilampirkan.
0 Izin PKL/Magang :

Pemohon langsung mengajukan izin
PKL/Magang ke instansi yang ingin
dijadikan  lokasi = PKL/Magang
dengan membawa surat izin
PKL/Magang dari
institusi/instansi asal tertuju
kepala instansi yang dijadikan
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